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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di era globalisasi yang semakin ketat 

dengan persaingan, memicu adanya kebutuhan bagi para perusahaan mulai dari 

yang kecil, sedang, hingga besar untuk mempertahankan eksistensinya agar dapat 

tetap bersaing dan memiliki posisi yang kuat dalam bidangnya. Kondisi tersebut 

menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat 

bertahan, berdaya saing, dan terus berkembang di tengah gencarnya persaingan 

usaha. Hal inilah yang mendasari suatu perusahaan untuk melakukan ekspansi, 

guna meningkatkan dan memperbesar usaha mereka. 

Ekspansi atau perluasan perusahaan salah satunya dapat dilakukan dengan 

restrukturisasi. Upaya resktruturisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

memperbaiki kinerja suatu usaha. Ada 3 macam resktrukturisasi untuk tujuan 

yang sama, yaitu merger, akuisisi dan konsolidasi. Merger adalah penggabugan 

beberapa badan usaha dengan badan usahanya yang salah satu tetap berdiri, 

sedangkan yang lainnya bubar, karena bergabung dengan badan usaha yang masih 

ada. Akuisisi adalah pengambilalihan melalui kepemilikan saham sedangkan 
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badan usahanya tetap. Konsolidasi adalah penggabungan beberapa badan usaha, 

akan tetapi konsolidasi membentuk badan usaha baru.
1
 

Merger berasal dari kata “merge”, yang berarti menggabungkan atau 

memfusikan. Penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain 

yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang 

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima 

penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2
  

Hal yang perlu dicermati dalam merger perusahaan selain mengenai hal-

hal yang merupakan hak perusahaan ketika melakukan merger, juga adalah 

mengenai status pekerja yang selama ini bekerja di perusahaan yang lama. Perlu 

adanya kepastian bagi pekerja setelah terjadi merger perusahaan, yaitu mereka 

masih akan dipekerjakan oleh pihak perusahaan yang merger atau tidak. 

Meskipun hak-hak pekerja telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), akan tetapi dalam 

prakteknya seringkali perusahaan mengorbankan hak dan kepentingan pekerjanya 

oleh karena pekerja selalu dalam posisi yang lemah.  

Masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa 

yang tidak diharapkan terjadi, khususnya dari kalangan pekerja/buruh karena 

dengan PHK pekerja/buruh yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian 

                                                           
1
 Hermansyah, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan contoh kasus), (Jakarta: Penada 

Media, 2005), hal. 7 
2
 Abdul R Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana, 

2005), hal. 109 
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untuk menghidupi diri dan keluarganya, karena itu semua pihak yang terlibat 

dalam hubungan industrial3 pengusaha, buruh/pekerja, serikat pekerja/serikat 

buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus diusahakan agar jangan terjadi 

pemutusan hubungan kerja.
4 Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan 

pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat 

(1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas azas kekeluargaan”. Namun, seringkali PHK tidak dapat dihindari 

oleh karena berbagai kepentingan, juga karena setiap pekerja maupun pengusaha 

memiliki haknya baik untuk melanjutkan hubungan kerja ataupun untuk 

mengakhiri hubungan kerja. Selain hak untuk mengakhiri hubungan kerja, tidak 

terlepas pula kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak-hak para pekerja yang 

mengalami PHK tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.  

Dari uraian latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan 

topik PHK akibat merger perusahaan dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN DAN PEKERJA DALAM HAL 

PHK SEBAGAI AKIBAT MERGER PERUSAHAAN.” 

 

                                                           
3
 Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 

proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan 

pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. (Sumber: Pasal 1 angka 16 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan.) 
4
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hal. 6 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apa akibat hukum terhadap hubungan kerja antara perusahaan 

dengan pekerja setelah terjadinya merger perusahaan? 

2. Bagaimana analisis terhadap Putusan Nomor 

254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST, 466 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan 

Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 mengenai hak dan kewajiban 

perusahaan serta pekerja atas terjadinya merger? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang terkait dengan 

perumusan masalah dan judul tersebut diatas. Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap hubungan kerja antara 

perusahaan dengan pekerja setelah terjadinya merger perusahaan. 

2.  Untuk menganalisis Putusan Nomor 254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST, 

466 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 

mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja atas terjadinya 

merger. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai 

pihak. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, 

atau pembaca mengenai hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam hal 

terjadi merger perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian di masa 

yang akan datang. 

3. Dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran, baik bagi 

perkembangan hukum di bidang ketenagakerjaan khususnya di bidang 

merger perusahaan, serta perlindungan hukum terhadap kepentingan 

pekerja, baik dalam hal kesempatan melanjutkan hubungan kerja, 

maupun penyelesaian hak normatif pekerja yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) akibat merger perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. 

2. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus 

mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis 

sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas 

pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi mengenai Landasan Teori dan 

Landasan Konsep mengenai... 

 BAB III METODE PENELITIAN, berisi mengenai Jenis Penelitian, 

Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa 

Data. 

 BAB IV PEMBAHASAN, berisi mengenai Analisis bahan penelitian 

untuk memperoleh jawaban dari Rumusan Masalah. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi mengenai Kesimpulan 

atas hasil analisis & Saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 




